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KATA PENGANTAR 
 
 
 

 
uji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

limpahan rachmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan buku ini dengan judul: “TATA KELOLA PEME 

RINTAHAN DESA” (dalam sinergitas potensi modal sosial dan 

sumber daya aparatur desa), yang didasarkan dari hasil kajian 

Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT), 

tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan dibiayai oleh Ristek Dikti. 

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pe 

ngembangan kajian administrasi negara khususnya menyang 

kut pengembangan potensi modal sosial dalam mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good  gover 

nance). 

Good Governance, menjadi model yang dinilai strategis 

dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan selama ini. 

Praktik pemerintahan yang otoritarian dalam implementasinya 

dinilai sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan 

masyarakat dewasa ini, dan bergeser pada paradigma peme 

rintahan yang egalitarian. Pemerintahan yang egalitarian 

ditandai dengan pelibatan masyarakat dalam proses penyeleng 

garaan pemerintahan, karena dapat mendekatkan orientasi 

penyelenggaraan pemerintahan dengan kebutuhan masyarakat. 

Sementara, banyak program pembangunan desa yang tidak 

sinkron dengan kepentingan masyarakat, akibatnya masyarakat 
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desa kurang merespon secara positip terhadap program pem 

bangunan desa. Proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

kebijakan publik harus selalu melibatkan masyarakat sebagai 

sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan desa. masyarakat 

desa, memiliki fungsi strategis yaitu menguatnya kontrol sosial 

terhadap pelaksanaan program pemerintahan desa. Maka untuk 

membangun tata kelola pemerintahan desa diperlukan redefinisi 

peran dan fungsi masyarakat desa sebagai elemen dan unsur 

tegaknya sistem pemerintahan desa. Dalam prakteknya, peran 

masyarakat desa dalam proses kebijakan desa hanya sekedar 

untuk pemenuhan formalitas semata agar terlihat secara fisik 

keberlangsungan proses kebijakan desa secara demokratis. 

Ketidakberhasilan pembangunan desa selama ini lebih 

disebabkan faktor kepercayaan masyarakat desa terhadap 

orientasi program pembangunan desa. Ketidaksinergitas antara 

harapan dan keinginan masyarakat desa dengan tujuan pem 

bangunan desa, menghasilkan ketidakpercayaan masyarakat 

desa terhadap penyelenggara pemerintahan desa. Masyarakat 

desa, baik secara individu maupun secara kelompokkelompok 

sosial memiliki potensi yang disebut dengan modal sosial 

yang dapat diberdayakan untuk mendukung penyelenggaraan 

fungsi pemerintahan desa. Modal sosial masih berkembang 

sangat kuat dalam lingkungan masyarakat desa, dan bahkan 

menjadi tradisi dan budaya yang mengikat dalam kehidupan 

bermasyarakat. Modal sosial sebagai potensi berbentuk kerja 

sama dalam mencapai tujuantujuan, dan apabila kerja sama 

itu dapat diarahkan pada pencapaian kepentingan umum akan 

menjadi potensi yang potensial untuk mendukung penyelesaian 

problem sosial pada umumnya. Potensi kerja sama dalam 

kehidupan masyarakat desa, sudah berlangsung turun temurun 

dan menjadi tradisi yang mengikat individuindividu sebagai 

bagian dari masyarakat desa. Kerja sama individuindividu itu, 

seringkali dikenal dengan istilah gotong royong. 
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Upaya membangun modal sosial itu, dibutuhkan trust/ 

kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa. 

Untuk itu, bagi pemerintah desa harus mampu meyakinkan 

kepada masyarakat bahwa pemerintahan desa melalui program 

pembangunan desa itu dimaksudkan sebagai solusi untuk 

mengatasi problem sosial, dan sekaligus sebagai fasilitator 

untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat agar dapat 

mempercepat kemajuan yang sangat diperlukan guna mening 

katkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam buku 

ini juga dijelaskan, bagaimana strategi membangun kepercayaan 

masyarakat desa itu, sehingga dapat berguna untuk pengayaan 

bagi praktisi yang memiliki kepedulian dalam pengembangan 

potensi modal sosial itu. Terbangunnya kerja sama itu, akan 

menjadi kekuatan yang strategis untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Dengan perbaikan dan kajian yang 

lebih mendalam dalam buku ini, diharapkan dapat memberikan 

pengayaan pengetahuan yang lebih mendalam tentang 

Pembangunan Desa, dan strategi keterpaduan antara sumber 

daya sosial dengan sumber daya aparatur desa. Namun demikian, 

penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan di 

sana sini seperti pepatah “tak ada gading yang tak retak”, masih 

banyak ditemukan halhal yang menunjukkan kekurangan dan 

kelemahan itu. Kami sangat terbuka menerima saran, kritik 

terhadap buku ini untuk perbaikan dimasa mendatang. 

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang setinggi 

tingginya kepada Kemenristekdikti yang telah memberikan 

dana hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 

(PDUPT) yang menjadi dorongan untuk menerbitkan buku ini 

sebagai bagian capaian luaran wajib, dan ucapan terima kasih 

kepada penerbit yang telah bersedia menerbitkan naskah 

akademik ini, serta kepada Rektor Universitas Merdeka Madiun 

yang memiliki komitmen mengembangkan tradisi penelitian di 

lingkungan kampus. 
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Akhirnya penulis berharap semoga buku ini dapat 

memperkaya bahan bacaan tentang potensi modal sosial, 

sehingga dapat memberikan sumbangan referensi baik untuk 

keperluan studi dan kajian akademik, serta untuk keperluan 

praktisi pemerintahan yang menggeluti bidang administrasi 

negara. Untuk kalangan akademik, buku ini diharapkan 

dapat menjadi bahan bacaan bagi kuliah dan penelitian yang 

mengambil tema potensi modal sosial, dan pemerintahan desa. 

Untuk keperluan praktis, buku ini dapat menjadi tambahan 

bacaan bagi perencana, dan pengambil kebijakan, baik dari 

kalangan pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat 

yang memiliki kepedulian terhadap pemerintahan desa. 

 
Madiun, Mei 2019 

 
P e n u l i s 
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PENDAHULUAN 
 
 
 

 
lobalisasi dan demokrasi telah melanda diberbagai bela 

han sudut kehidupan masyarakat tidak terkecuali di pe 

losok pedesaan, sehingga semakin cepat terjadinya peru 

bahan dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan sosial 

tersebut, mendorong semakin meningkatnya tuntutan masya 

rakat akan perubahan dalam sistem penyelenggaraan peme 

rintahan. Tuntutan masyarakat akan adanya transparansi 

dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintahan desa, se 

makin menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap 

penyelenggara pemerintahan. Banyak kebijakan pembangunan 

yang dihasilkan bukan merupakan representasi kepentingan 

warga desa, melainkan kepentingan dari sebagian kecil elit 

elit desa. Akibatnya program pembangunan desa tidak mampu 

menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan sosial 

yang sedang dihadapi warga desa. Sementara pelibatan warga 

desa dalam proses penyusunan kebijakan desa hanya sebatas 

pemenuhan ketentuan formalitas saja, agar nampak tercermin 

seakanakan proses pengambilan kebijakan desa itu berlangsung 

secara demokratis. 

Proses penyusunan kebijakan desatersebut, menjadi salah 

satu hambatan untuk mendekatkan antara tujuan pembangunan 

desa dengan kepentingan warga desa, akibatnya masyarakat 

desa bersikap apatis, masa bodoh terhadap apa yang dijalankan 
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oleh pemerintah desa. Apabila kondisi ini berlangsung terus 

dan berkelanjutan maka upaya pemerataan pembangunan 

yang berkeadilan masih sangat jauh dari harapan masyarakat 

luas. Untuk itu, pelibatan warga desa sangat dibutuhkan dalam 

setiap tahapan proses penyusunan kebijakan pembangunan 

desa, mulai dari kegiatan identifikasi masalah dan penyusunan 

program kerja, sampai dengan pelaksanaan dan pemanfaatan 

hasilhasil pembangunan desa. Pelibatan warga desa dalam 

proses identifikasi dan penyusunan kebijakan pembangunan 

diharapkan dapat mendekatkan antara keinginan, kemauan, 

dan harapan warga desa yang nantinya dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan 

pembangunan desa. Keterlibatan warga desa tersebut, memiliki 

fungsi strategis karena warga desa akan memberikan dukungan 

penuh atas keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan 

dan sekaligus akan memelihara pemanfaatan hasilhasil pem 

bangunan desa. Sementara itu, para penyelenggara peme 

rintahan desa masih meragukan akan potensi warga desa dalam 

mendukung keberhasilan pembangunan desa, pada hal dari 

berbagai studi menghasilkan kesimpulan bahwa warga desa 

memiliki potensi modal sosial yang telah berkembang semenjak 

turun temurun dan menjadi tradisi yang mengikat kepada 

seluruh anggota warga desa yang dapat didayagunakan untuk 

mendukung berbagai kegiatankegiatan kemasyarakatan. Hasil 

kajian Martin Baru, dkk(2017), menunjukkan, bahwa: warga desa 

memiliki potensi modal sosial yang potensial untuk menunjang 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hanya 

saja potensi modal sosial tersebut belum mendapat perhatian 

yang serius dari pemerintah khususnya pemerintah desa untuk 

dapat didayagunakan secara maksimal dalam mendukung fungsi 

pemerintahan desa. Lebih lanjut dari hasil temuan penelitian 

Martin Baru, dkk (2018), menunjukkan, bahwa: modal sosial 

warga desa masih potensial, unsur trust/kepercayaan diantara 

sesama warga desa masih sangat kuat dijunjung tinggi dalam 
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kehidupan bermasyarakat, dan bahkan nilai kepercayaan 

menjadi nilai dasar yang menyangkut harkat dan martabat bagi 

warga desa. Demikian pula nilai kebersamaan tercermin dari 

keterlibatan warga desa dalam berbagai kegiatan sosial cukup 

baik, apalagi kegiatan yang menyangkut kehidupan masyarakat 

pada umumnya sangat berperan aktif didalamnya. Norma dan 

nilainilai sosial masih sangat kuat menjadi pedoman dalam 

kehidupan sosialnya, seperti nilai gotong royong, kebersamaan, 

saling membantu, tolong menolong, dan lain sebagainya. Hanya 

saja yang menjadi permasalahannya, belum adanya sinergitas 

antara potensi modal sosial dengan potensi sumber daya 

aparatur desa, akibatnya belum terwujud trust atau kepercayaan 

warga desa terhadap pemerintahan desa. 

Trust dapat dibangun melalui tindakan dan kebijakan 

yang dihasilkan harus benarbenar merupakan cerminan dari 

kebutuhan masyarakat desa. Tindakan dimaksudkan sebagai 

sikap dan perilaku perangkat desa yang mampu ditunjukkan 

kepada masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Perangkat 

desa harus memiliki sikap untuk selalu memberikan perhatian 

manakala warga desa memiliki kesulitankesulitan dalam 

pengurusan pelayanan publik. Perangkat desa harus mau 

memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

warga desa, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Demikian pula, 

dengan kebijakan khususnya menyangkut pembangunan desa 

harus ada keberpihakan dengan kepentingan warga desa. 

Pelibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan tidak 

hanya diukur dari keterlibatannya dalam forum musyawarah 

desa saja, melainkan hasil dari musyawarah desa itu dapat 

diaktualisasikan kedalam program pembangunan desa. Apabila 

masyarakat meyakini bahwa program pembangunan desa yang 

dihasilkan nantinya benarbenar merupakan hasil musyawarah 

desa, maka masyarakat akan memberikan dukungan yang 
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positip atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa. 

Kepercayaan itulah yang mampu menumbuhkan potensi modal 

sosial warga desa, yang diwujudkan melalui kegiatan gotong 

royong, keswadayaan dan partisipasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Gotong royong, menurut Kusnaedi 

(2006), merupakan sikap positive yang mendukung dalam 

perkembangan desa dan juga perlu dipertahankan sebagai 

suatu perwujudan kebiasaan melakukan suatu pekerjaan 

secara bersamasama. Dalam Widjaja (2004), gotong royong 

sebagai suatu ciri khas masyarakat pedesaan tidak terlepas dari 

eksistensi masyarakatnya sebagai individu maupun sebagai 

makhluk sosial. Sebab manusia sesuai dengan kualitasnya 

mampu membangun dirinya yaitu manusia yang mengetahui 

serta sadar dan memiliki kesadaran akan kebutuhannya. 

Gotong royong yang berkembang dalam masyarakat desa 

mampu menghasilkan keswadayaan masyarakat dan partisipasi 

masyarakat. Keswadayaan masyarakat dapat berupa semangat 

warga desa untuk mengatasi segala masalahmasalah yang 

dihadapi oleh lingkungan desa. Keberhasilan pembangunan 

desa selama ini tidak dapat dilepaskan dari keswadayaan warga 

desa, karena adanya keterbatasan anggaran pembangunan desa. 

Dengan adanya keswadayaan warga desa mampu menghasilkan 

potensi sumber daya material dan atau sumber daya fisik 

berupa tenaga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan 

desa. Kuatnya keswadayaan warga desa karena dilandasi oleh 

adanya perasaan persaudaraan dan senasib sepenanggungan 

dapat mendorong lebih banyak warga desa ikut serta dalam 

proses pembangunan yang partisipatif. Dengan tumbuh dan 

berkembangnya modal sosial dapat didayagunakan untuk 

mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik. 
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